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BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2018

NOMOR    23     TAHUN  2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A DAN I B
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam  rangka  penyusunan
rencana kerja dan anggaran perangkat
daerah  telah  ditetapkan  Peraturan
Gubernur  Nomor  41  Tahun  2017
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
2018;

b. bahwa  dalam  Peraturan  Gubernur
Nomor  41  Tahun  2017  belum
mengakomodir  beberapa  kegiatan
perangkat daerah dan perlu dilakukan
penyesuaian biaya beberapa kegiatan
yang disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah;
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c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
maka  perlu  dilakukan  perubahan
terhadap  lampiran  I  A  dan  I  B
Peraturan  Gubernur  Nomor  41  Tahun
2017  tentang  Standar  Biaya  Tahun
Anggaran 2018;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf  b,  dan  huruf  c, maka  perlu
menetapkan  Perubahan  Gubernur
tentang Perubahan Atas Lampiran I  A
dan I B Peraturan Gubernur Nomor 41
Tahun  2017  tentang  Standar  Biaya
Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah
Otonom  Provinsi  Kalimantan  Barat,
Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan
Timur (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1956  Nomor  65,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004
tentang  Perbendaharaan  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan
Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 5049 );

7. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014
tentang  Aparatur  Sipil  Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan
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Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  (Lembaran  Negara  Repulik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  140,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor
123,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor

4
SALINAN



No. 23, 2018

92,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun
2017 tentang  Pembinaan  dan
Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor
73,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah
beberapa  kali  dan  terakhir  dengan
Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun
2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun
2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah  (Lembaran  Negara  Repulik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
dan terakhir  dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita
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Negara  Repulik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64  Tahun  2013  tentang  Penerapan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan
Berbasis  Akrual (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19  Tahun  2016  tentang  Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33  Tahun  2017  tentang  Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2018
(Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 825);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Provinsi  Kalimantan
Barat  (Lembaran  Daerah   Provinsi
Kalimantan Barat  Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3).

M E M U T U S K A N:
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Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR  TENTANG
PERUBAHAN  ATAS  LAMPIRAN  I  A
DAN  I  B  PERATURAN  GUBERNUR
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR  BIAYA  TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Lampiran  I  A  dan  I  B
Peraturan  Gubernur  Nomor  41  Tahun  2017  tentang
Standar  Biaya  Tahun  Anggaran  2018  diubah,  sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan
I B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Barat  ini  berlaku  sejak
tanggal diundangkan.  

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  peraturan  Gubernur  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 2 April 2018

Pj.  GUBERNUR  KALIMANTAN
BARAT,

T.T.D
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DODI RIYADMADJI
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Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA  DAERAH  PROVINSI  KALIMANTAN  BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 23
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